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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR : 64 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR: 27 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 53 TAHUN 2004 

TENTANG 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES 
KEBIJAKAN PUBLIK 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Keburnen merupakan 
organisasi . publik yang berwenang mengatur 
kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan 
sistem pemerintahannya yang aspiratif dan demokratis; 

b. bahwa lembaga Publik di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Keburnen yang ada dipandang kurang 
optimal dalam mengartikulasi partisipasi masyarakat 
dalam proses Kebijakan Publik sehingga perlu dibangun 
kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat untuk 
secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan; 
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Mengingat 
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c. bahwa erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan 

· Peraturan aerah tentang Partisipasi Masyarakat dalani 
Proses Ke ijakanPublik. . . 

1. ,..-Undang- dang Nomor . 13 Tahun · 1950 tentang 
Pembent kan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkung Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan 
Pemerin Nomor 32 Tahun 1950; 

2. Undang- dang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstr i (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambah LembaranNegaraNomor3853); 

3. Undang- ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerint an Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor6 , TambahanLembaranNegaraNomor3839); 

4. Undang- ndang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimban an Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( embaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambah , LembaranNegaraNomor3849); 

5. Undang- ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelen · garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1 99 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3 51); 

6. Undang- ndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak A asi Manusia (Lembaran Negara 
Tahun 1 9 Nomor 1_65, Tambahan Lembaran Negara 
Nonio 86); 

7. Pera Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha an Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lenib Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 
Lemb NegaraNomor3955); 

8. Peratur Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelan garaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Tahun 2 00 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3 56); 
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9. Peraturan · Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentan.g 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3957); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Norn or 4090); 

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan 
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata 
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara 4330); 

14. Ke·putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten· Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kebumen. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN kEBUMEN 
TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yan dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten K bumen. 
2. Pemerintah Daerah adalah P merintah Kabupaten Kebumen. 
3. BupatiadalahBupatiKeb en. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan R at Daerah Kabupaten Kebumen. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pen apatan dan Belanja Kabupaten Kebumen. 
6. Badan Pengawasan Daer adalah Badan Pengawasan Kabupaten 

Kebumen. 
7. Dinas Kesatuan Bangsa, P rlindungan Masyarakat dan Sosial adalah 

Dinas Kesatuan Bangsa, Pe lindungan Masyarakat dan Sosial Kabupten 
Kebumen. 

8. Badan Informasi Komunik i dan Pengelolaan Data Elektronik adalah 
Badan Informasi Komunikas dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten 
Kebumen. 

9. Partisipasi adalah bentuk k terlibatan masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, ilakukan secara lisan maupun tertulis, 
menyampaikan pikiran da pendapatnya dalam proses pengambilan 
Kebijakan Publik. 

10. Komisi Partisipasi atau seb tan lain, adalah lembaga independen yang 
dibentuk atas inisiatif dan pr arsa masyarakat. 

11. Transparansi adalah keterb aan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dengan menyediakan info asi, berkaitan dengan penyelenggaraan 
penyelenggaraan pemerinta an yang bebas dan mudah diakses oleh 
masyarakat. 

12. Informasi Publik adalah sega a sesuatu yang dapat dikomunikasikan dalam 
bentuk pernyataan lisan m upun tertulis oleh Lembaga Publik yang 
berwenang yang dapat diakse oleh masyarakat. 

13 . Kebijakan Publik adalah seja la sesuatu keputusan vang bersangkut paut 
dengan kepentingan masyar at. 

14. Proses Kebijakan Publik dalah tahapan Kebijakan Publik mulai 
perencanaan, penyusunan, i plementasi dan monitoring serta evaluasi 
terhadap pelaksanaan Kebija an Publik. 

454 



Perda Nomor 53 Tahun 2004 

15. Lembaga Publik adalah penyelenggara Pemerintahan di Daerah dan 
lembaga non Pemerintah yang menggunakan dana Pemerintah. 

16. Stakeholder adalah kelompok atau perorangan pelaku kegiatan yang 
melaksanakan Kebijakan Publik, baik langsung maupun tidak langsung. 

17. Mediasi adalah proses penyelesaian dan fasilitasi sengketa dengan 
mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah 
partisipasi masyarakat dan tidak memihak. 

18. Irivestasi adalah penanaman modal yang dilakukan Pemerintah maupun 
swasta,dalam atau luar negeri yang bertujuan untuk menumbuhkan 
kegiatan perekonomian baik langsung maupun tidak langsung. 

19. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi adalah pejabat yang secara 
khusus bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pendokumentasian, 
penyediaan dan pelayanan informasi publik pada Lembaga Publik. 

20. Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa adalah tim yang dapat 
dibentuk oleh Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa bersama dengan Unit 
Kerja Pemerintah Daerah terkait untuk meningkatkan kemampuan usaha 
anggota Asosiasi. 

21. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik adalah seluruh tahapan 
kegiatan pengadaan barang dan j asa Pemerintah Daerah sesuai dengan 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

BAB II 
AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publtk dilaksanakan atas 
dasarasas: 
a. Kebebasan berpendapat, menyan1paikan pikiran baik lisan maupun 

tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran sei-ta taat hukum; 
b. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mampu 

menumbuhkan partisipasi masyarakat, dilakukan atas dasar prinsip 
keseimbangan antara hak, kewaj iban dan pertanggungj awaban. . 

(2) Partisipasi masyar::kat dalam proses-Kebijakan Publik bertujuan: 
a. Mewujudkan sinergi kemitraan untuk membangun sistem 

pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel; 
b. Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawab 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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dalarri penyelenggaraa pemerintahan; 
c. Mendorong terwujud ya penyelenggaraan tata pemerintahan yang . 

baik. · 

BAB III 
RU ANG LIN KUP KEBIJAKAN PUBLIK 

Pasal 3 

Proses Kebijakan Publik meliputi Proses Perencanaan, Penyusunan, 
Implementasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan Publik. 
Ruang Lingkup Kebijak Publik dalam lingkungan Pemerintah Daerah, 
meliputi: 
a. Proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan 

kepentingan umum; 
b. Rapat Instansi Pemeri tah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi yang 

diselenggarakan di aerah, jika tida diatur secara khusus oleh 
Pemerintah Pusat dan a au Propinsi. 

Ruang Lingkup Kebijakan ublikdi lembagaDPRD, meliputi: 
a. Rapat yang membahas epentingan publik melibatkan masyarakat; 
b. Mekanisnie rapat seba aimana dimaksud dalam huruf a diatur dalam 

Tata Tertib DPRD; · . 
c. Dalam rapat terbuka ~uk umum, masyarakat dapat hadir tetapi tidak 

dapat menyampaikan asukan dan atau pendapatnya; 
d. Segala bentuk kepu san dan laporan harus dapat diakses oleh 

masyarakat, kecuali y g karena bersifat rahasia. 
Ruang Lingkup Kebijak Publik dalam lingkungan Lembaga Non 
Pemerintah, meliputi : 
a. Rapat yang membaha dan berkaitan dengan fasilitas umum, harus 

melibatkan masyaraka baik secara langsung maupun tidak langsung; 
b. Pemberlakukan kebija an di tingkat Lembaga Non Pemerintah yang 

mempunyai prosedur, engambilan keputusan wajib diinformasikan 
kepada masyarakat. 

c. Segala bentuk keputus n dan laporan yang menyangkut kepentingan 
· masyarakat dapat diaks s oleh masyarakat. 
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BABIV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 4 

(1) Setiap warga masyarakat berhak : 
a. memperoleh informasi tentang proses Kebijakan Publik; 
b. · menolak atau menerima proses Kebijakan Publik; 
c. Me_nyampaikan dan menyebarluaskan inforniasi · tentang proses 

Kebijakan Publik; . 
d . . Berpartisipasi dalam proses Kebijakan Publik, yang meliputi : 

1. Perumusan dan penyusunan Visi dan Misi Daerah; 
2. Perumusan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah; 
3. PerumusanPraAPBD; 
4. Perumusan rencana dan evaluasi tata ruang Daerah; 
5. Perumusan/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; 
6. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang danjasa 

publik; 
7. Proses pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban 

· masyarakat;. 
8. Proses perumusan Kebijakan Publik lainnya yang langsung 

berdampak dengan kepentingan hajat hid up orang banyak. 
e. Menyampaikan usulan untuk dapat dipe~imbangkan menjadi agenda 

kebijakan publik dengan disertai alasan-alasan yang memiliki 
kepentingan strategis sesuai dengan visi dan misi Daerah. 

(2) Lembaga Publik berhak untuk menolak usulan masyarakat apabila tidak 
sesuai dengan Visi, Misi dan Dokumen Perencanaan Lembaga Publik 
serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 5 

(IJ Setiap warga masyarakat wajib mendukung pelaksanaan Kebijakan 
Publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum. 

(2) Dalam proses kebijakan publik Lembaga Publik b,;,rkewajiban untuk: 
a. Mengumumkan tentang rencana waktu dan rancangan Kebijakan 

Publik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d kepada 
masyarakat; · 
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b. Memelihara dan me gembangkan budaya transparansi sebagai 
perwujudan akuntabir as derrii terwujudnya tata pemerintahan yang 
baik. 

BABV 
INFORMA I KEBIJAKAN PUBLIK 

agian Pertama 
Peny paian Informasi 

Pasal 6 

(1) Proses Kebijakan Publ k dan hasilnya diinformasikan kepada 
masyarakat. · 

(2) Informasi Kebijakan Publ k dan hasilnya sebagairnana dirnaksud ayat 
(1 ), disampaikan dengan b asa yang rnudah dipahaini oleh rnasyarakat 
dapat disampaikan melalui Press Center, media massa cetak/elektronik, 
media daerah, papan peng uman, dan atau surat edaran. 

Pasal 7 

Aspek-aspek yang diinformasika kepada rnasyarakat, adalah : 
a. Perumusan dan penyusuna Visi dan Misi Daerah; 
b. Perumusan dan penyusun Dokumen Perencanaan Daerah; 
c. PerumusanPraAPBD; 
d. Perumusan rencana dan eva uasi tata ruang Daerah; 
e. Perumusan/penyusunan R cangan Peraturan Daerah; 
f. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

publik; 
g. ·Proses pelayanan publik yang rnernpengaruhi hak dan kewajiban 

rnasyarakat; · 
h. Proses perumusan Kebijak Publik lainnya yang langsung berdampak 

dengan kepentingan haj at hi up orang ban yak. ~· 

B gianKedua 
Pela anan Informasi 
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Pasal 8 

(1) Permintaan informasi dar,i warga masyarakat kepada Lembaga _Publik 
disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. . 

(2) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai alasan 
kepent1ngan penggunaan informasi terse but. 

(3) Pemenuhan kebutuhan informasi oleh· Lembaga Publik disampaikan 
kepada warga masyarakat yang meminta informasi selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kalender. 

Pasal 9 

Dalam pelayanan infom1asi, Lembaga Publik dapat: 
a. Menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Infomrnsi sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 
b. Membuat dan atau memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat 

mewujudkan ketersediaan dan pelayanan informasi. 

Bagian Ketiga 
Informasi yang Dikecualikan 

Pasal 10 

Setiap Lembaga Publik wajib membuka akses informasi bagi setiap warga 
masyarakat untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : 
a. Informasi Publik yang apabila dibuk:a dan diberikan kepada orang dapat 

menghambat proses penegakan hukum, antara lain : 
1) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi, dan 

a tau korban yang mengetahui adanya kej aha tan; 
2) Mengungkapkan data .intelijen kriminal dan rencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal 
dan terorisme; 

3) Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum 
dan atau keluarganya; 

4) Membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak 
hukum. 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat 
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan 

459 



Himpunan Lembaran Daerah . 

perlindungan dari persaing usaha tidak sehat. 
c. Informasi . yang apabila d buk:a dan dibeberkan kepada orang lain 

merugikan strategi pertahan dan keamanan nasional. · 
d. Informasi yang apabila <lib a dan diberikan kepada orang lain dapat 

melanggar kerahasiaan priba i, yaitu informasi ten tang : 
1) Mengungkapkan riway t, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, 

psikiatrik, psikologik ses orang; 
2) Mengungkapkan kondis keuangan aset, pendapatan, rekening bank 

seseorang kecuali sudah iumumkan dalam Berita Negara; 
3) Mengungkapkan tentan , hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan 

kapabilitas, intelektualit a tau rekomendasi kemampuan seseorang. 
e. lnformasi yang menyangkut ahasia negara dan rahasia jabatan. 

BAB VI . 
PARTIS! J\SI MASYARAKAT 

B gian Pertama 
Be tuk: Partisipasi 

Pasal 11 

Partisipasi masyarakat dalam pr ses Kebijakan Publik dilaksanakan melalui 
penyampaian pikiran dan penda at dalam bentuk audensi, surat, petisi, dengar 
pendapat, melalui orang prib di, organisasi sosial, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, media massa dan ata Lembaga Publik. 

Pasal 12 

Penyampaian pikiran dan pe dapat dalam proses Kebijakan Publik, 
dilaksanakan melalui tahapan-t apan yang ditetapkan dan dilakukan dengan 
tertib sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. · 

agian Kedua 
Dokumentasi Proses Kebijakan Publik 

Pasal 13 

Semua dokumen yang terkait de an proses penetapan Kebijakan Publik yang 
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rrielibatkan partisipasi masyarakat harus didokumentasikan dan menjadi 
dokumen yang terbuka untuk umum. ,_ 

r 
BAB VII 

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Bagian Pertarna 
Pelaksanaan Partisipasi 

Pasal 14 

(1) Partisipasi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik dapat 
dilakukan secara langsung, dengan lisan maupun tulisan. 

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui 
penyampaian pikiran; pendapat dan atau komplain dalam bentuk audiensi, 
surat, petisi, dengar pendapat, melalui orang pribadi, organisasi sosial, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan atau Lembaga Publik. 

Bagian Kedua 
Prosedur Penyampaian Partisipasi 

Pasal 15 

(1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik berikut konsep jadwal dan 
agenda Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang akan diambil, serta 
prosedur dan media penyampaian aspirasi diumumkan kepada 
masyarakat. 

(2) Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik, pengumumanjadwal 
waktu kegiatan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender 
sebelum proses dimulai. 

(3) Rencana, waktu dan rancangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Publik 
disampaikan terutama pada stakeholder terkait taripa mengurangi hak 
masyarakat yang lain. 

(4) Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk 
menyampaikan partisipasinya sebagaimana diqiaksud ayat ( 1) diatur 
sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kebutuhan waktu bagi 
masyarakat untuk mempersiapkan pikiran dan pendapatnya sebelum 
proses dimulai. 
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Pasal 16 

Penyainpaian pikiran dan pend pat dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa 
Publik sebagaimana dimaksu Pasal · 14 ayat (2), dilaksanakan melalui 
tahapan-tahapan yang ditetapk dan dilakukan dengan tertib sesuai peraturan 
perundang-undanganyangberl u. 

Pasal 17 

(1) Tahapan-tahapan dalam p oses pengadaan Barang dan Jasa Publik 
sebagaimana dimaksud asal 16 diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang erlaku. 

(2) Partisipasi masyarakat yan . belum terakomodir dalam rumusan Proses 
Pengadaan Barang dan Jas Publik sebagaimana tersebut ayat (1), dapat 
disampaikan melalui prose pembahasan proses pengadaan barang dan 
Jasa Publik di lembaga PRD yang mekanisme pembahasan dan 
penetapannya·sesuai deng ketentuan Tata Tertib DPRD. 

agian Ketiga 
Pemberdayaan Pengusah Penyedia Barang dan Jasa di Daerah 

Pasal 18 

( 1) Organisasi Pi;pfesi pengad barang dan jasa yang ada di Daerah bersama 
dengan Unit Kerja Pemeri tah Daerah terkait, dapat membentuk Tim 
Pemberdayaan Penyedia B ang dan Jasa di Daerah. 

(2) Tim Pemberdayaan Penye ia Barang dan Jasa bertugas melakukan 
pembinaan, untuk meningk tkan kemampuan usaha dari para anggota 
Asosiasi Penyedia Barang d J asa yang ada di Dae rah. 

(3) Tim Pemberdayaan Penyed a Barang dan Jasa secara proporsional dan 
bertahap mendorong para · a ggota Asosiasi Penyedia Barang dan Jasa 
untuk mempersiapkan diri d lam persaingan menuju era pasar bebas pada 
Tahun2010. 

(4) .Sumber dana untuk mendu ung kegiatan Tim Pemberdayaan Penyedia 
Barang dan Jasa berasal dari: 
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a. Swadaya anggota Asosia i Penyedia Barang dan Jasa; 
b. Sumber dana lain yangs dan tidak mengikat serta tidak bertentangan 

dengan peraturan perund g-undangan yang berlaku. 
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.BA~ VIII 
KOMIS! PARTISIPASI 

Bagian Pertama 
Pembentukan dan Kedudukan Komisi Partisipasi 

Pasal 19 · 

(1) Komisi Partisipasi atau sebutan lain dapat dibentuk atas inisiatif dan 
prakarsa oleh dan dari masyarakat atau kelompok masyarakat. 

(2) Pembentukan Komisi Partisipasi didaftarkan kepada Dinas Kesatuan 
Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial. 

(3) Komisi Partisipasi atau sebutan lain sebagaimana ayat (1), bersifat 
independen dan mandiri. 

Bagian Kedua 
Kean$gotaan Komisi Partisipasi 

Pasal 20 

( 1) Anggota Komisi Partisipasi a tau sebutan lain dipilih dari dan oleh anggota. 
(2) Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Keanggotaan Komisi Partisipasi atau 

sebutan lain, diatur oleh Komisi yang bersangkutan. 

Pasal 21 

Syarat-syarat menjadi anggota Komisi Partisipasi · atau sebutan lain adalah 
sebagai berikut: · 
a.. Warga masyarakat Kabupaten Kebumen dan berdomisili di Kabupaten 

Kebumen; 
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Sehat Rohani dan Jasmani; 
d. Tidak pemah dipidana karena tindak kriminal. 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi Komisi Partisipasi atau Sebutan Lain 
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Komisi Partisipasi a tau sebutan l in mempunyai tug as : 
a. · Memantau pelaksanaan Kebi akan Publik; 
b. Melakukan evaluasi terhada pelaksanaan Kebijakan Publik; 

· c. Melakukan konsultasi den stakeholders berkaitan dengan berbagai 
masalah yang dihadapi dal implementasi Kebijakan Publik; 

d. Melakukan mediasi antar ihak yang bem1asalah dalam pelaksanaan 
. partisipasi. 

Pasal 23 

Dalam melaksanakan tugas s bagaimana dimaksud Pasal 22, Komisi 
Partisipasi mempunyai tugas s bagai mediator bagi Lembaga Publik dan 
masyarakat. 

BAB IX 
PENOLAKAN PARTISIP SI DAN MEKANISME KEBERATAN 

B gian Pertama 
Peno akan Partisipasi 

Pasal 24 

I . 

(1) Lembaga Publik wajib men ampaikan secara lisan atau tertulis alasan
alasan tidak diberikannya kes mpatan dan atau penolakan partisipasi. 

(2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disampaikan 
selambat-lambatnya 10 (s puluh) hari kerja setelah diterimanya 
penyampaian piki.ran dan pen apat untuk berpartisipasi. 

B gian Kedua 
·Mekanism Pengajuan Keberatan 

Pasal25 

(1) Setiap warga berhak meng j ukan keberatan atas tidak diberikannya 
kesempatan dan atau penolak partisipasi kepada Lembaga Publik. 

(2) Keberatan sebagaimaoa dim sud ayat (1), hams diajukan selambat-
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lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah disampaikannya secara resmi 
surat penolakan sebagaimana dirriaksud ayat (1 ). 

(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat keberatan, 
Lembaga Publik wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebut 
kepada pihak yang mengajukan. 

BABX 
PENGAWASAN 

Pasal 26 

Pengawasan Kebijakan Publik terdiri · dari pengawasan fungsional , 
pengawasan legislatif dan pengawasan publik. 

Pasal 27 

( 1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai 
dengan kewenangannya: 

(2) Pengawasan Fungsional oleh Badan Pengawasan Daerah sebagaimana 
dirnaksud ayat (lY dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pasal 28 

(1) DPRD melaksanakan pengawasan legislatif atas pelaksanaan Kebijakan 
Publik. 

(2) Mekariisme, dan hak pengawasan DPRD diatur melalui Tata Tertib 
DPRD . . 

(3) DPRD dapat memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan 
represifkepada pej a bat yang berwenang atas terj adinya pelanggaran. 

Pasal 29 

(1) Publik dapat melakukan pengawasan terhadap proses Kebijakan Publik 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

(2) , Pengawasan publik dilakukan dengan: 
a. melakukan kontrol terhadap implementasi Kebijakan Publik oleh 
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Lembaga Publik; 
b. Penyampaian saran an/atau pendapat untuk perbaikan dan 

penyempumaan, baik epresif maupun kuratif atas masalah yang 
disampaikan. 

(3) Pengawasan publik sebaga mana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang d atau Lembaga Publik bersangkutan. 

BAB XI 
SANK I ADMINISTRASI 

Pasal 30 

( 1) Apabila Lembaga Publik ti melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 
ini, dikenakan sanksi berup peninjauan kembali t~rhadap hasil Kebijakan 
Publik yang telah ditetan an dan sanksi administratif berdasarkan 
ketentuan peraturan perund g-undangan yang berlaku. 

(2) Jangka waktu peninjauan kembali Kebijakan Publik sebagaimana 
dimaksud ayat (1) paling l a 90 (sembilan puluh) hari kalender. 

Hal-hal yang belum diatur dal 
tehnis pelaksanaannya akan dia 

BAB XII 
TUAN PENUTUP 

Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Peraturan Daerah ini mulai berlak pada tanggal diundangkan. 

Agar . setiap orang dapat men etahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratuan Daerah ini enempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen. 
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SEKRETARIS DAERAH 
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Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 28 Juni 2004 

BUPATI KBBUMEN, 

t.t.d . 

RUSTRININGSIH 
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ATAS 

· PERATURAN DA RAH KABUPATEN KEBUMEN 

R 53 TAHUN 2004 

TENTANG 

PARTISIPASI MASYARAKA: DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 

I. PENJELASAN UMUM 
Bahwa · segala proses Kebijakan Publik mulai tahap perencanaan, 

penyusunan, implementasi dan monitoring se~ evaluasi · terhadap 
pelaksanaan Kebijakan Publ k oleh penyeienggara pemerintahan di Daerah 
dan Lembaga Non Pemerint yang menggunakan dana Pemerintah perlu 
memberikan ruang bagi te ~udnya peran partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masyaraka dalam Proses Pengadaan· Barang dan Jasa 
Publik merupakan salah sa bentuk partisipasi masyarakat dalam proses 
Kebijakan Publik, namun di dalam Peraturan Daerah ini diatur dalam Bab 

• tersendiri dengan pertimban · an bahwa volume anggaran untuk Pengadaan 
Bar~ng/Jasa oleh Lembaga ublik yang besar sehingga perlu mendapat 
perhatian khusus guna menc gah kemungkinan timbulnya Kolusi, Korupsi 
dan Nepotisme dalam pelaks aannya. 

Untuk memantau p laksanaan Kebijakan Publik, melakukan 
evaluasi terhadap pelaksan an Kebijakan Publik, melakukan konsultasi 
dengan stakeholders berkai an dengan berbagai masalah yang dihadapi 
dalam implementasi · Kebij an Publik, dan melakukan mediasi antara 
pihak yang bermasalah dal pelaksanaan partisipasi, maka di dalam 
Peraturan Daerah ini diatur embentukan Komisi Partisipasi atau sebutan 
lain yang bersifat independe dan mandiri. . 

II. PENJELASANPASALDE 
Pasal 1 : Cukup jelas. 
Pasal 2 : Cukup jelas. 
Pasal 3 : Cukup jelas. 
Pasal 4 : Cukup jelas. 
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Pasal5 
Pasal6 
Pasal 7 
Pasal 8 
Pasal 9 
Pasal 10 

Pasal 11 
Pasal 12 

Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal20 
Pasal 21 
Pasal22 
Pasal 23 
Pasal24 
Pasal25 
Pasal26 
Pasal27 
Pasal28 
Pasal29 
Pasal30 
Pasal 31 

: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. , 
: Cukup jelas. · 
: Cukupjelas. · 

· Perda Nomor53 Tahuri 2004 · 

: Yang dimaksud dengan informasi menyangkut rahasia negara 
' dan rahasia jabatan adalah segala informasi yang karena 

sifatnya hams dirahasiakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

: Cukup jelas. 
·: Yang . dimaksud dilaksanakan melalui tahapan-tahapan 

yang ditetapkan dan . dilakukan dengan tertib sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
adalah bahwa partisipasi tersebut dilaksanakan sesuai 
dengan · ketentuan dan tatacara yang diatur dalam 
peraturan yang mendasarinya, misalnya : tatacara 
penyampaian partisipasi kepada Lembaga DPRD harus 
melalui prosedur dan tatacara yang telah diatur dalam Tata 
TertibDPRD. 

: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas'. 
: Cukupjelas. 
: Cul'Up jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukupjelas. 
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· Pasal 32 · : Cukup jelas. · 

--00000--
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